WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimhang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KENDARI,

:a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 dan 5 Peraturan
Presiden Nomor 104 t(ahun 2021 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2022;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Avat (3) Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus fisik Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari
lentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 31 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Kendari Tahun Anggaran 2022,

L. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 (enlang bentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10,

12.

13.

14.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Tndonesia
Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3049);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antar
pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 6757);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor # Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerinlah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 51635);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Dacrah
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 19);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057},
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan DNaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan DBelanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tecntang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan 2015 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 5257);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Kendari (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor
11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota
Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun
2020 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2020 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor
27);



26. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2021 lentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 31 Tahun 2022 tentang

o e

rinjataran Anggaran cndapatan dan Dolania Dacrah Hota bBondain Tanun Alggaran
2022 (Berita Dacrah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran I’endapatan dan Helamja Daeran tanun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai
berikut :

l. Pendapatan :

a. Semula Rp. 1.571.927.277.732,00
h RFI‘F.ﬂiﬂl‘lﬁh'f{?‘uﬂT“:iir‘nﬂfJ Rn n
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.571.927.277.732,00
2. Belanja :
8. Semula Rp. 1.866.662.699.157.00
L. Ber unbalyf {berkuaug) Ep. T9.997.901.344,00
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.946.660.660.501,00
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan Rp. (374.733.382.769,00)
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a. Penerimaan

1} Semula Rp. 317.170,009.716,00

2} Bertambah/ (berkurang) Rp 79.997,961.344,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 397.167.97 1.060,00
b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 22.434.588.291,00

2. Bertambah/({berkurang) Rp. 0,00

R .Tumlah nengelnaran estelah nermhahan Rn 22 434 5RRK 201 0N
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 374.733.382.769,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan  Rp. 0,00



Pasal II

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali kota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

 PARAF KOORDINASI |  Diiciapkendi Kendari
NO.| INGTASASI/ UNIT KERJA | PAR AT
T Tk AT | 11 \ S
2 E BlAp f?i?"
3 l% HHE!!E"
. 4
Diundangkan di Kendari

pada tanggal |4 -4 - 2022

‘{n\j -

""--\_____.-' i Y i:"/;
KECAH

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 4%
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